
 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR 8 TAHUN 2011 

TENTANG 

PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha 
Mikro dan Kecil guna meningkatkan perekonomian Daerah, perlu 
fasilitasi pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong dan 
memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana 
bergulir yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan 
akuntabel;  

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan 
untuk memperkuat permodalan dan pengembangan Usaha Mikro 
dan Kecil, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 
1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai 
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 
tentang  Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3790); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) 
sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4866); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan 
dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3743); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4761); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 
5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat              
Nomor 71); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47); 

  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 76); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan 

GUBERNUR JAWA BARAT 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA 
BERGULIR BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan  Daerah ini, yang dimaksud dengan  : 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 

5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  

6. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah Provinsi Jawa Barat. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut 
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

9. Dana Bergulir adalah penyediaan dana oleh Pemerintah 
Daerah yang disalurkan melalui Unit Pelaksana Teknis 
Dinas/Bank Pelaksana untuk meningkatkan akses pembiayaan 
Usaha Mikro dan Kecil. 

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 
perseorangan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 
kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

11. 

 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian 
langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau 
Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

12. 

 

Bank Pelaksana adalah bank sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 
1992 tentang  Perbankan. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 2 

Maksud pengelolaan dana bergulir adalah untuk mewujudkan dan 
meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat 
melalui penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. 

 

Pasal 3 

Pengelolaan dana bergulir bertujuan untuk : 

a. meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil sebagai 
pengembangan investasi Daerah; 

b. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan 

c. memperluas penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan 
wirausaha baru dalam rangka penyerapan tenaga kerja.  

 

BAB III 

SASARAN DAN KRITERIA 

Bagian Kesatu 

Sasaran Penerima 

Pasal 4 

Sasaran dana bergulir adalah : 

a. Usaha Mikro; dan 

b. Usaha Kecil. 
 

Bagian Kedua 

Kriteria Penerima 

Pasal 5 

Kriteria Penerima dana bergulir adalah : 

a. Usaha Mikro : 

1. memiliki alamat dan pemilik yang jelas; 

2. memiliki kegiatan usaha yang jelas;  

3. memiliki prospek usaha yang baik; dan 

4. memiliki sarana dan prasarana usaha. 

b. Usaha Kecil : 

1. memiliki alamat dan pemilik yang jelas; 

2. memiliki kegiatan usaha yang jelas; 

3.  memiliki prospek usaha yang baik; 

4. memiliki sarana dan prasarana usaha; 

5. memiliki tenaga kerja; dan 

6. telah melakukan aktivitas usaha, paling kurang 1 (satu) tahun. 
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